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membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas 

f 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Mengingat: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI WONOGIRI, 

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar 
yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 
2020 tentang Sistem Pembayaran Secara Elektronik Retribusi 
Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan 
pada saat ini, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 
2020 Tentang Sistem Pembayaran Secara Elektronik Retribusi 
Pasar perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2020 tentang 
Sistem Pembayaran Secara Elektronik Retribusi Pasar; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
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Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 190); 

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 

25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri 

2. Bupati adalah Bupati Wonogiri 

1. Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 18, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 

2020 tentang Sistem Pembayaran Secara Elektronik Retribusi Pasar (Serita 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 46) diubah, sebagai 

berikut: 

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 46 TAHUN 2020 

TENTANG SISTEM PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK 

RETRISUSI PASAR 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN: 

45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Wonogiri Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 45); 

8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Umum di Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1), sebagimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 

24 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Berita 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 24); 

9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2020 tentang Sistem 

Pembayaran Secara Elektronik Retribusi Pasar (Serita Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 46); 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 

di bidang pengelolaan pasar. 

5. Pembayaran Non Tunai adalah system pembayaran yang 

dilakukan melalui Bank 
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

7. E-retribusi adalah system pembayaran retribusi pelayanan pasar 

milik Pemerintah Daerah yang dilakukan secara elektronik dan 

non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. 

8. Pedagang adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki tempat 

untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak 

tetap di pasar milik Pemerintah Daerah. 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 

11. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ a tau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/ atau denda 

12. Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU 

adalah suatu dokumen legal dimana isinya menjelaskan mengenai 

perjanjian pendahuluan antara dua belah pihak dan merupakan 

dasar dalam menyusun kontrak berikutnya 

13. Bank Persepsi adalah Bank umum yang ditunjuk Pemerintah 

Daerah menjadi mitra OPD untuk menerima setoran penerimaan 

Pendapatan Daerah. 

14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 
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Pemerintah Daerah memfasilitasi, memberikan penjelasan dan 

melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi yang akan membuat 

NPWRD. 

3. Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi 

sebagai berikut: 

( 1) 

2. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Wajib Retribusi mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e­ 

retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut 
biaya. 

(2) Untuk dapat menggunakan fasilitas e-retribusi, Wajib Retribusi 

memperoleh NPWRD yang disediakan Pemerintah Daerah melalui 

Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri 

(3) Wajib retribusi dapat melakukan Top Up saldo pada NPWRD 

melalui Bank Persepsi. 

mengumumkan, mengirimkan dan/ a tau menyebarkan infonnasi 

elektronik 

15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterirna.atau disimpan dalam 

bentuk analog, digital, elegtromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui 

komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya. 

16. Sistem informasi manajemen pajak daerah dan retribusi daerah 

yang selanjutnya disingkat SIMPDRD adalah system aplikasi yang 

digunakan untuk manajemen pengelolaan pajak daerah dan 

retribusi daerah 

17. Struk adalah alat bukti pembelian atau penerimaan dalam sebuah 

transaksi 

18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

NPWRD adalah nomor yang dimiliki oleh setiap wajib retribusi 

sebagai sarana untuk membayar Retribusi Daerah 
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RAH KABUPATEN WONOGIRl TAHUN 2022 NOMOR 76 

2022 
Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 27 Des1mber 

UPATI WONOGIRl, 
~ ,. 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 27 Desember 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRl, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Wonogiri. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(2) Wajib retribusi wajib menyediakan saldo yang cukup pada NPWRD 

untuk membayar retribusi. 
(3) Apabila NPWRD rusak atau hilang, Wajib Retribusi melaporkan 

kepada Pemerintah Daerah melalui pengelola pasar setempat. 

(4) Pasar yang memberlakukan e-retribusi ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 


